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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUNG DWI KURIANTO
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 150420
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.997.594.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 149.895.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 383.472.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/119 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 864.927.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 261.900.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA
BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 267.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.500.000

1. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000

2. MOBIL, TOYOTA NEW CAMRY SEDAN Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 97.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 450.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 203.891.302
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.730.799.732
F. HARTA LAINNYA Rp. 951.939.000

Sub Total Rp. 5.491.724.034
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1. HUTANG Rp. 443.282.044
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.048.441.990
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BUDI BASKORO ARGO
2. Jabatan . PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK . 745268
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 845.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

2. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000

3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000

4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000

5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000

6. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KUTAI KARTANEGARA,
HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 74.700.000

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000

2. MOTOR, HONDA MATIC SPACY MATIC Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000

3. MOTOR, HONDA REVO MANUAL Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 1.700.000

4. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000
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5. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 16.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 82.497.941
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.018.197.941
[ll. HUTANG Rp. 17.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.001.197.941
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama . ST. MARHAMAH
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 910092
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/80 m2 di KAB / KOTA KUTAI
KARTANEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 127.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 185.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 70.998.339
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.232.998.339
. HUTANG Rp. 96.237.395
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.136.760.944
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RUSMAN NOOR RIFA'IE
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
3. NHK : 846997
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/12.5 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/12.5 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 105.000.000
1. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO J SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. S

D. SURAT BERHARGA Rp. —

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.920.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ——

Sub Total Rp. 1.106.920.000

. HUTANG Rp. ——

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.106.920.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DICKY JUDO TRILAKSONO
2. Jabatan : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
3. NHK : 910102
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 97.000.000
1. MOBIL, SUZUKI MOPEN/MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD-MTR/SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp. ==5s

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.950.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—as

Sub Total Rp. 599.950.000

. HUTANG Rp. 377.009.616

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 222.940.384
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ABDUL KADIR. SE
2. Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
3. NHK : 744710
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.000.000
1. MOBIL, TOYOTA MOPEN / MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SPD MTR/ SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000
3. MOTOR, HONDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

24.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 808.100.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 1.391.100.000
. HUTANG Rp. -—--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.391.100.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama . FATHAMSYAH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 271042
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 54.000.000

1. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

2.  Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

4. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 183.058.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000

2. MOTOR, YAMAHA FINO 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

3. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

4. MOTOR, HONDA PCX 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

5. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

14.058.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. af

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.916
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 237.084.916

I1l. HUTANG Rp. 213.768.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 23.316.916
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HELDAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK . 848612
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 547.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 73.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.

70.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. I
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.481.807
F. HARTA LAINNYA Rp. —
Sub Total Rp. 687.481.807
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 687.481.807
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MURNI SUARSIH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK . 488663
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 181.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MPV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

16.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.528.941
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 635.528.941
. HUTANG Rp. 250.348.201
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 385.180.740
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RIZKI PRATAMA CAHYA
2. Jabatan . PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 858055
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 320.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. o
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ===
Sub Total Rp. 357.500.000
lll. HUTANG Rp. -—=-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 357.500.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UNIT KERJA : RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE
I. DATA PRIBADI
1. Nama . TOSSY MOZARD ISTIA
2. Jabatan . PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 908964
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.000.000
1. MOTOR, YAMAHA B3F-I A/T (LEXI) Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. o

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ===

Sub Total Rp. 424.000.000

lll. HUTANG Rp. 311.305.373

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 112.694.627
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



